PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM. 96 TAHUN 2011
TENTANG

STATUTA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010, perlu ditetapkan Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran
Makassar;

2 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3929);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 76 Tahun 2011;

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang
Ratifikasi STCW 1978 sebagaimana telah diubah
Amandemen Tahun 1995;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2000 tentang
Politeknik IImu Pelayaran;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara
Republik Indonesia serta Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman
Pendirian Perguruan Tinggi;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004  tentang
Petunjuk Teknis Transparasi dan Akuntabilitas Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007  tentang
Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan
Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
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18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun
2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 20009;

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana  Teknis
Kementerian dan Pusat Pemerintah Nonkementerian;

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun
2008 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian
Keahlian, serta Sertifikasi Kepelautan;

21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.05/2009
Tanggal 5 Februari 2009 Tentang Penetapan PIP limu
Pelayaran pada Departemen Perhubungan Sebagai
Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum,;

22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan
Tata Kerja Politeknik llmu Pelayaran;

23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
STATUTA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR.

MUKADIMAH

Pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia
seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki wawasan pengetahuan yang
luas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap, mandiri,
bertanggung jawab, bermasyarakat dan berbangsa, serta berdasarkan
Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Kondisi geografis Indonesia yang terletak di antara 2 (dua) benua dan 2
(dua) samudera, serta warisan historis Bangsa Indonesia sebagai bangsa
dengan jumlah penduduk yang besar yang terdiri dari 17.508 (tujuh belas
ribu lima ratus delapan) pulau, sebagaimana termaktub dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi United Nations Convention
on Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang menyatakan adanya negara
kepulauan (archipelagic state).

Sebagai negara yang besar, pelayaran memegang peranan yang sangat
penting dalam pelaksanaan angkutan penumpang dan/atau distribusi
barang. Oleh karena itu peranan pelayaran menjadi semakin penting dan
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vital dalam mendukung kelancaran angkutan penumpang dan/atau
distribusi barang. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, harus
didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten dan
profesional sehingga peranan lembaga pendidikan menjadi sangat penting
dan strategis.

Politeknik IImu Pelayaran (PIP) Makassar sebagai lembaga pendidikan tinggi
yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pelayaran diarahkan
untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan andal di bidang
pelayaran, yang memenuhi standar nasional dan internasional serta
mampu bersaing dalam pasar global. Oleh karena itu, kepada peserta didik
dibekali kemampuan, keahlian, dan disiplin sesuai dengan standar nasional
dan internasional.

Menyadari betapa besar amanat yang diemban dalam melaksanakan
pendidikan, perlu disusun Statuta PIP Makassar yang mengacu kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut di atas, dengan
Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, disusunlah Statuta ini yang
dimaksudkan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan Politeknik
IImu Pelayaran (PIP) Makassar.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang selanjutnya disingkat PIP
Makassar adalah pendidikan tinggi setelah pendidikan menengah yang
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam lingkup Bidang Pelayaran.

2. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan
peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan ilmu
pelayaran maksimal setara dengan program sarjana.

3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan
diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

4. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,
dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur,
fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.

6. Instruktur atau pelatih adalah pendidik yang bertugas memberikan
pelatihan, pembelajaran, dan bimbingan.

7. Sivitas akademika PIP adalah satuan yang terdiri atas pendidik dan
peserta didik pada PIP Makassar.
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Peserta didik adalah taruna dan perwira siswa yang terdaftar di PIP
Makassar.

Alumni adalah seseorang yang lulus pendidikan dan pelatihan pada PIP
Makassar.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan.

Sertifikat adalah bukti otentik sebagai tanda kelulusan telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan dalam bentuk ljazah, Sertifikat Kompetensi,
STTPP, dan STTPK.

Organ PIP Makassar adalah semua unsur sebagai satu kesatuan dalam
struktur organisasi PIP Makassar sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Perhubungan.

Senat Akademik PIP Makassar yang selanjutnya disingkat Senat PIP
Makassar adalah organ normatif tertinggi PIP Makassar dalam bidang
akademik.

Dewan Penyantun adalah tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut
mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan PIP Makassar.
Dewan Pengawas adalah organ Badan Layanan Umum yang bertugas
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum
yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan Badan Layanan Umum
mengenai pelaksanaan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan
anggaran, dan peraturan perundang-undangan.

Satuan Pemeriksa Internal (SPI) adalah unit kerja yang berkedudukan
langsung di bawah Direktur PIP Makassar dengan tugas melakukan
pemeriksaan intern Badan Layanan Umum (BLU).

Perwakilan Manajemen Mutu adalah unit kerja non struktural yang
bertugas melakukan pengendalian, pemeliharaan, dan
pendokumentasian sistem manajemen mutu, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Direktur PIP Makassar.

Kegiatan Akademik adalah kegiatan untuk melaksanakan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi
dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
dan/atau olahraga.

Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas
akademika PIP Makassar untuk bertanggungjawab dan secara mandiri
melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebebasan Mimbar Akademik adalah kebebasan setiap anggota sivitas
akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan
pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang,
seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan
pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
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